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ABSTRAK 

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA 

SITUSARI, KECAMATAN CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR 

Reza Falufi1 , Firman Hadi Rivai2 

Email: Falufireza14@gmail.com1, firmanhadi@stialan.ac.id2 
 

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam 

implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari serta menentukan strategi yang tepat 

dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa Situsari. 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan kepada 10 

(sepuluh) informan kunci terdiri atas Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Situsari. Hasil dari analisa 

penelitian, faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari yaitu (1) 

Substansi pengelolaan keuangan Desa belum dipahami secara seragam oleh 

Pemerintahan Desa Situsari, (2) Dinamika kebijakan dari pemerintah pusat yang sering 

beruba, (3) dominasi oleh satu atau dua aparatur yang dianggap paling memahami 

pengelolaan keuangan Desa, (4) staf birokrasi Desa masih memiliki komitmen dan 

inisiatif yang belum optimal dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan Desa, 

dan (5) tidak adanya SOP yang konsisten. Untuk mengatasi faktor penghambat 

tersebut, strategi yang dilakukan adalah (1) penetapan Peraturan Bupati Bogor tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Optimalisasi Siskeudes sebagai Instrumen 

Pengendalian Internal, (3) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berbasis beban kerja, 

(4) membangun arsip digital lingkup pemerintah Desa Situsari, dan (5) Pelatihan Peran 

Sekretaris Desa dalam fungsi koordinasi. 

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Strategi 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT 

IMPLEMENTATION IN SITUSARI VILLAGE, CILEUNGSI DISTRICT, 

BOGOR REGENCY 

 

Reza Falufi1 , Firman Hadi Rivai2 

Email: Falufireza14@gmail.com1, firmanhadi@stialan.ac.id2 
 

The purpose of this research is to identify the inhibiting factors in the implementation of 

the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village 

Financial Management in Situsari Village and to determine the appropriate strategy in 

overcoming the inhibiting factors in the financial management of Situsari Village. The 

research approach uses a qualitative research approach and the research method used is the 

case study research method. Data collection techniques use interviews and document 

reviews. Interviews were conducted with 10 (ten) key informants from the Central 

Government as the policy maker, the Bogor Regency Regional Government, and the 

Situsari Village Government. The results of the research analysis, the inhibiting factors in 

the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 

concerning Village Financial Management in Situsari Village are (1) The substance of 

Village financial management has not been uniformly understood by the Situsari Village 

Government, (2) The dynamics of policies from the central government that often change, 

(3) domination by one or two apparatuses who are considered to have the best 

understanding of Village financial management, (4) Village bureaucratic staff still have 

less than optimal commitment and initiative in carrying out Village financial management 

tasks, and (5) the absence of consistent SOPs. To overcome these inhibiting factors, the 

strategies implemented are (1) establishing the Bogor Regent's Regulation on Village 

Financial Management, (2) Optimizing Siskeudes as an Internal Control Instrument, (3) 

Implementing Village Financial Management based on workload, (4) building digital 

archives within the scope of the Situsari Village government, and (5) Training the Role of 

the Village Secretary in the coordination function. 

Keywords: Village Government, Village Financial Management, Strategy 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi guna memastikan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berjalan secara akuntabel, salah 

satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan 

ditetapkannya permendagri tersebut untuk meningkatkan efektivitas  dalam 

setiap tahap pengelolaan keuangan Desa, mulai dari perencanaan sampai 

dengan pelaporan dan pertanggungjawaban (Syachbrani, 2024). Peraturan 

Menteri  tersebut menjadi aturan yang akan digunakan oleh Aparat Penegak 

Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan dan 

penyelidikan terkait dugaan penyelewengan prosedur dalam pengelolaan 

keuangan di tingkat Desa (Faizah, 2024). 
 

Tabel 1.1 Fasilitasi Keterangan Ahli Ditjen Bina Pemerintahan Desa 

Kemendagri 

Tahun Jumlah Pemberian Keterangan Ahli 

2022 21 BAP 

2023 25 BAP 

2024 31 BAP 

 Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, diolah 

 

Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Dalam Negeri pada level unit 

eselon I yaitu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bahwa sepanjang 

tahun 2022 s.d 2024 fasilitasi pemberian keterangan ahli keuangan Desa 

cenderung mengalami peningkatan.  Keterangan ahli tersebut umumnya 

diminta oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh pemahaman yang 
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komprehensif mengenai tata kelola keuangan Desa yang ideal dan sesuai 

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa.  

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah telah menetapkan 

standar tata kelola keuangan desa yang mengedepankan asas akuntabilitas serta 

pelaksanaan yang tertib dan disiplin anggaran. Apabila pembagian tugas antara 

kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

(PKPKD) dan perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

(PPKD) terlaksana sesuai ketentuan, maka kemungkinan terjadinya penguasaan 

oleh kelompok elit (elite capture) pada tahap perencanaan dapat diminimalisir  

(Astati et al., 2024).  

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) merupakan 

kepala desa atau sebutan lain yang, berdasarkan kedudukannya, memiliki 

tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan seluruh proses pengelolaan 

keuangan desa. Dalam kapasitasnya tersebut, kepala desa berwenang untuk: 

a) Menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa); 

b) Menentukan kebijakan mengenai pengelolaan serta pemanfaatan barang 

milik desa; 

c) Melakukan tindakan administratif maupun keuangan yang berdampak pada 

penggunaan anggaran desa; 

d) Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD); 

e) Memberikan persetujuan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); 

f) Mengesahkan Rencana Anggaran Kas (RAK Desa); serta 

g) Menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar 

realisasi belanja desa. 
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Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, kepala desa tidak 

melaksanakan seluruh kewenangannya secara langsung, melainkan 

mendelegasikan sebagian tanggung jawab tersebut kepada perangkat desa yang 

bertindak sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Pendelegasian 

wewenang dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) 

kepada PPKD dituangkan melalui keputusan kepala desa. Salah satu bentuk 

kewenangan yang dilimpahkan adalah pelaksanaan tindakan keuangan yang 

menimbulkan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 

Desa). PPKD sendiri terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan, serta kepala 

seksi yang memiliki fungsi administratif dan teknis sesuai bidangnya masing-

masing. 
 

Meskipun Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa telah memberikan panduan yang komprehensif, implementasi 

di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan 

utama yang kerap muncul adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia 

yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang pengelolaan keuangan Desa 

(Haq & Muzakki, 2023). 

Hasil kajian ICW yang melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus 

korupsi berdasarkan distribusi wilayah di 34 provinsi, termasuk di dalamnya 

seluruh kabupaten dan kota, serta pada tingkat nasional. Provinsi Jawa Barat 

menempati posisi kedua dengan 33 kasus dengan kepala Desa yang 

mendominasi sebagai aktor yang terlibat korupsi (ICW, 2023).  Berdasarkan 

data dari ICW (ICW, 2023) terdapat setidaknya lima titik rentan yang membuat 

anggaran desa mudah disalahgunakan. Kelima titik rentan tersebut meliputi: 1) 

Tahap perencanaan, di mana terjadi potensi penguasaan oleh elit (elite capture); 

2) Tahap pelaksanaan, yang rawan nepotisme dan kurang transparansi; 3) 

Pengadaan barang dan jasa dalam pengelolaan dana desa, dengan risiko 
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penggelembungan harga (mark up), manipulasi, dan minimnya transparansi; 4) 

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan dua kali, berpotensi 

memunculkan laporan fiktif; 5) Tahap pemantauan dan evaluasi, yang 

seringkali hanya bersifat formalitas administratif dan terlambat dalam 

mendeteksi tindakan korupsi. 

Semakin besarnya anggaran di Desa maka pengelolaan keuangan akan 

bergantung kepada kompetensi kepala Desa dan perangkat Desa dalam 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Apabila 

kepala Desa dan perangkat Desa tidak mampu dalam melakukan pengelolaan 

keuangan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan dikhawatirkan akan 

terjadi kesalahan baik administratif maupun substantif dalam menangani 

keuangan desa yang dapat menimbulkan permasalahan hukum 

(Yondaningtiyastuti, 2022). Oleh karena itu, pemerintah Desa harus 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan 

Desa (Supiani, 2020).  

Pendapatan Desa tertinggi di Indonesia pada tahun anggaran 2023 dan 

2024 adalah Kabupaten Bogor,  Pendapatan yang diterima oleh Desa, akan 

dikelola menjadi belanja Desa dan pengeluaran pembiayaan Desa yang telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa sampai dengan proses pelaporan dan 

pertanggungjawabannya (Haq & Muzakki, 2023). 
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Gambar 1.1 Pendapatan Desa Per Kabupaten T.A 2023 

 
Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 

Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal 10 Februari 2025 melalui link 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login , diolah 

 
 

Gambar 1.2 Pendapatan Desa Per Kabupaten T.A 2024 

 

 
 

Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 

Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal 10 Februari 2025 melalui link 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login, diolah 

 

 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login
https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login
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Desa-desa di wilayah Kabupaten Bogor memiliki rata-rata pendapatan 1,8 

milyar menjadi rata-rata pendapatan Desa tertinggi nasional. Tingginya 

pendapatan desa tidak serta-merta menjamin efektivitas pengelolaan keuangan, 

karena desa dengan pendapatan terbesar seringkali dihadapkan pada tantangan 

administrasi dan tata kelola yang lebih rumit. 

Desa di wilayah Kabupaten Bogor masih bergantung kepada pendapatan 

transfer. Dari total 416 Desa, terdapat 69 Desa atau sekitar 16,59% yang 

memiliki Pendapatan Asli Desa, 347 Desa lainnya hanya memiliki pendapatan 

transfer. Desa dengan rata-rata tertinggi pendapatan transfer bila dibandingkan 

dengan pendapatan lainnya adalah Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi.  
 

Tabel 1.2 10 Desa Tertinggi Pendapatan Transfer 

 

Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan 

Desa, Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal  5 Januari 2025 melalui link 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login, diolah 
 

Berdasarkan data APBDes Desa Situsari, selama tahun 2023 s.d 2024 

Desa Situsari hanya memiliki pendapatan Desa dari pendapatan transfer. tetapi 

selama dua tahun Desa Situsari selalu memberikan penyertaan modal Desa 

kepada BUMDes/BUMDesma dengan nilai total realisasi sebesar 

Rp300.000.000,00. Penyertaan modal Desa kepada BUMDes/BUMDesma 

seharusnya akan berdampak dengan perolehan bagi hasil kepada Desa yang 

menjadi pendapatan asli Desa (Indrianasari, 2017).  

 

Nama Kab Nama Kec Nama Desa
Pendapatan Asli 

Desa

Pendapatan 

Transfer

Pendapatan Lain-

Lain

Total 

Pendapatan

% Pendapatan 

Transfer

KAB. BOGOR Cileungsi Situsari 4,806,307,966.00 0.00 4,806,307,966.00 100.00%

KAB. BOGOR Ranca Bungur Bantarjaya 25,000,000.00 4,176,690,377.00 54,423,628.00 4,256,114,005.00 98.13%

KAB. BOGOR Ciawi Bojong Murni 2,796,381,715.00 64,006,451.00 2,860,388,166.00 97.76%

KAB. BOGOR Ciseeng Babakan 4,231,077,409.00 101,088,062.00 4,332,165,471.00 97.67%

KAB. BOGOR Sukamakmur Sirnajaya 101,900,000.00 4,234,147,900.00 3,512,124.00 4,339,560,024.00 97.57%

KAB. BOGOR Pamijahan Cibitungwetan 3,969,626,263.00 101,070,000.00 4,070,696,263.00 97.52%

KAB. BOGOR Cijeruk Cijeruk 4,421,570,226.00 124,009,493.00 4,545,579,719.00 97.27%

KAB. BOGOR Gunung Putri Karanggan 50,000,000.00 4,397,014,317.00 76,000,000.00 4,523,014,317.00 97.21%

KAB. BOGOR Dramaga Sinarsari 3,902,630,667.00 112,142,324.00 4,014,772,991.00 97.21%

KAB. BOGOR Tenjo Bojong 3,445,233,107.00 99,050,415.00 3,544,283,522.00 97.21%

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login
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Tabel 1.3 APBDes Desa Situsari TA 2023 dan 2024 

APB Desa Uraian 2023 2024 

Pendapatan Pendapatan 

Asli Desa 

- - 

Pendapatan 

Transfer 

Rp4.558.594.701,00 Rp   4.806.307.966 

 

Lain-Lain 

Pendapatan 

- - 

Belanja Belanja 

Pegawai 

Rp824.528.488,00 

 

Rp889.056.392 

Belanja Barang 

dan Jasa 

Rp3.316.231.958,00 Rp3.505.973.723 

Belanja Modal Rp231.785.200,00 Rp85.651.175 

Belanja Tak 

Terduga 

Rp126.000.000,00 Rp126.000.000 

Pembiayaan Penerimaan 

Pembiayaan 

(Silpa tahun 

sebelumnya) 

Rp40.000.000,00 Rp373.324,00 

Pengeluaran 

Pembiayaan 

(Penyertaan 

Modal Desa) 

Rp100.000.000,00 Rp200.000.000,00 

Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan 

Desa, Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal  5 Januari 2025 melalui link 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login, diolah 
 

Pengelolaan keuangan Desa dapat dibantu dengan menggunakan Sistem 

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Siskeudes (Lukman et al., 2021). 

Dari total 416 Desa yang berada di Kabupaten Bogor, masih terdapat 27 Desa 

dalam proses perencanaannya yang menetapkan APB Desa tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Kecamatan Cileungsi dengan total 7 Desa 

menjadi kecamatan dengan Desa tertinggi.  

 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login
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Tabel 1.4 Posting Siskeudes se Kecamatan Bogor TA 2024 

Nama Kecamatan Jumlah Desa posting APB Desa 

pada Siskeudes diatas 31 

Desember 2023 

Kecamatan Cileungsi 7 

Kecamatan Gunung Putri 4 

Kecamatan Jasinga 4 

Kecamatan Pamijahan 3 

Kecamatan Sukaraja 3 

Kecamatan Cigudeg 2 

Kecamatan Cibungbulang 1 

Kecamatan Leuwliang 1 

Kecamatan Megamendung 1 

Kecamatan Gunung Sindur 1 

Total 27 Desa 
Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 

Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal  5 Januari 2025 melalui link 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login, diolah 

 

Berdasarkan data konsolidasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 

Kementerian Dalam Negeri dari total 7 Desa di Kecamatan Cileungsi, Desa 

Situsari menjadi Desa dengan rentang waktu data posting APB Desa Siskeudes 

terjauh dari ketentuan peraturan bahwa paling lambat ditetapkan tanggal 31 

Desember. Hal ini dikarenakan tidak tertibnya Desa Situsari dalam melakukan 

pemeriksaan atau sinkronisasi Buku Kas Umum yang ada pada aplikasi 

Siskeudes dengan Rekening Koran (Rekening Kas Desa) Desa Situsari.  
 

Tabel 1.5 Realisasi Anggaran Tertinggi Desa Situsari 

Tiga Kegiatan Realisasi tertinggi di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, 

Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 

No Nama Kegiatan Realisasi TA 2023 

1 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/

Pengerasan Jalan Desa 

Rp1.000.000.000,00 

2 Penyediaan Insentif/Operasional 

RT/RW 

Rp672.000.000,00 

3 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Perangkat Desa 

Rp394.348.488,00 

https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login
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Tiga Kegiatan Realisasi tertinggi di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, 

Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 

No Nama Kegiatan Realisasi TA 2024 

1 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/

Pengerasan Jalan Desa 

Rp1.000.000.000,00 

2 Penyediaan Insentif/Operasional 

RT/RW 

Rp806.400.000,00 

3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/

Pengerasan Jalan Lingkungan   

Permukiman 

Rp 428.160.778,00  

 

\ 
 

Untuk kegiatan dengan pengeluaran tertinggi di Desa Situsari yaitu pada 

kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 

dengan total anggaran di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 1 milyar 

rupiah. Tetapi bila dilihat pada tabel 1.3 jenis belanja modal tidak sampai 

dengan setengah realisasi kegiatan tersebut. Terdapat nilai yang seharusnya di 

kategori sebagai belanja modal tetapi tercatat sebagai belanja barang/jasa. Hal 

ini mengakibatkan adanya kesalahan pencatatan administrasi sehingga laporan 

yang dihasilkan tidak sesuai dengan output kegiatan riil yang dikeluarkan.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, terdapat beberapa 

identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Desa Situsari tidak menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai 

dengan ketentuan yaitu paling lambat 31 Desember tahun anggaran 

berjalan.  

2. Desa Situsari masih bergantung kepada pendapatan transfer dan tidak 

mengoptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa. 

3. Desa Situsari masih belum tertib melakukan penatausahaan pada Buku Kas 

Umum 

4. Tidak adanya realisasi pendapatan lain-lain termasuk bunga bank di Desa 

Situsari pada tahun anggaran 2023 dan 2024. 
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5. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa yang direalisasikan 

pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp300.000.000,00 tidak berdampak pada 

adanya perolehan pendapatan asli Desa.  

6. Adanya kesalahan administrasi dalam pemetaan jenis belanja antara belanja 

barang/jasa dan belanja modal di Desa Situsari berdasarkan data realisasi 

APB Desa tahun anggaran 2023 dan 2024.  

7. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari masih belum optimal. 

C. Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan pada penelitian ini akan fokus untuk menjawab 2 

(dua) pertanyaan yaitu: 

1. Mengapa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari, Kecamatan 

Cileungsi, Kabupaten Bogor masih belum optimal ? 

2. Bagaimana strategi agar Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 

Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor menjadi optimal? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

permasalahan yang telah dijelaskan diatas yaitu: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi peraturan 

menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan 

Desa di Desa Situsari, Kabupaten Bogor belum optimal.   

2. Untuk merumuskan strategi implementasi peraturan menteri dalam negeri 

nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa di Desa Situsari, 

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor menjadi optimal.  
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebagai yang merumuskan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa sebagai pemetaan penyempurnaan regulasi pengelolaan 

keuangan Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan 

Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara azas-azas 

keuangan Desa yaitu akuntabel, transaparansi, dan partisipatif.  

Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dan pemahaman akademis khususnya terkait pengelolaan keuangan Desa, serta 

dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta fokus terhadap rumusan 

permasalahan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya 

pengelolaan keuangan Desa Situsari, Pertama, faktor komunikasi yang 

terdiri dari kejelasan dan konsistensi. Subtansi pengelolaan keuangan Desa 

belum dipahami secara seragam oleh Pemerintahan Desa Situsari. 

Ketentuan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para 

perangkat Desa Situsari. Dinamika kebijakan dari pemerintah pusat yang 

sering berubah, sehingga komunikasi kebijakan yang diterima pemerintah 

desa tidak bersifat stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan 

aparatur desa mengalami kesulitan dalam mempertahankan pola 

pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Kedua, faktor sumber daya yaitu 

sumber daya manusia, pengelolaan keuangan Desa Situsari masih di 

dominasi oleh satu atau dua aparatur yang dianggap paling memahami 

pengelolaan keuangan Desa yang secara tugas dan fungsi tidak sesuai 

dengan ketentuan. Ketiga, faktor Disposisi, sebagian perangkat Desa masih 

memiliki komitmen dan inisiatif yang belum optimal dalam menjalankan 

tugas pengelolaan keuangan Desa. Keempat, faktor struktur birokrasi, 

pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Situsari cenderung bersifat 

situasional dan menyesuaikan dengan kondisi atau arahan tertentu. Kondisi 

ini menyebabkan tidak adanya SOP yang konsisten, terutama dalam proses 

administrasi dan pelaporan keuangan desa. pembagian peran antara kepala 
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desa, sekretaris desa, kaur keuangan Desa Situsari dan pelaksana kegiatan 

belum terkoordinasi secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa tugas 

pengelolaan keuangan desa dikerjakan secara tumpang tindih atau justru 

tidak terlaksana secara maksimal. 
 

2. Adapun  strategi yang dapat dijalankan untuk mengatasi faktor-faktor yang 

belum optimal dalam pengelolaan keuangan Desa Situsari dengan 

melakukan penetapan Peraturan Bupati Bogor tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, Optimalisasi Siskeudes sebagai Instrumen Pengendalian 

Internal, Pemberian tunjangan/honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan 

Desa berbasis beban kerja, membangun arsip digital lingkup pemerintah 

Desa Situsari dan melakukan, dan pelatihan peran Sekretaris Desa dalam 

fungsi koordinasi. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran agar dapat lebih 

optimal. Strategi yang dapat dilakukan dengan output berupa Peraturan Bupati 

Bogor tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemberian tunjangan bagi kepala 

Desa dan perangkat Desa berbasis kinerja dan peningkatan kapasitas Sekretaris 

Desa dan BPD,dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor 

a. Melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyusun dan 

menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa yang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

b. Membuat juknis yang memuat indikator perhitungan tunjangan kepala 

Desa selaku PKPKD dan perangkat Desa selaku PPKD berbasis kinerja 

c. Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas BPD dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan keuangan Desa kepada Pemerintah Desa 
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2. Kecamatan Cileungsi 

a. Melakukan sosialiasi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur 

pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh BPD 

b. Aparatur kecamatan perlu meningkatkan intensitas supervisi dan 

konsultasi teknis, terutama pada aspek penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa, serta memberikan pendampingan 

administratif bagi perangkat desa yang mengalami kendala dalam 

penggunaan sistem keuangan. 

c. Menyusun indikator kinerja bagi perangkat Desa selaku pelaksana 

pengelolaan keuangan Desa 
 

3. Pemerintah Desa Situsari 

a. Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, guna memastikan 

bahwa setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga 

pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018. 

b. Kepala Desa perlu menegakkan kembali disiplin administrasi, 

memperjelas pembagian tugas antarperangkat, dan memperkuat 

koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

c. Untuk langkah percepatan, kepala Desa dapat menerbitkan Peraturan 

Kepala Desa yang mengatur pemberian tunjangan pelaksana 

pengelolaan keuangan Desa yaitu Kepala Seksi dan Kepala Urusan 

berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan Desa. 
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